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Gambar 1. Tujuan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi

Sumber: Permen PAN dan RB No. 11 Tahun 2015

Reformasi birokrasi diharapkan mencapai tujuan di antaranya: (i)
mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan
ewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; (i
Menjadikan negara yang memiliki mostimproved bureaucracy; (i)

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; (iv) meningkatkan
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PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi disusun dalam rangka mendukung program nasional untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Substansi reformasi birokrasi dirancangkan secara legal formal dalam Grand Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, terbagi dalam tiga periode, yaitu: (i) Road Map RB 2010-2014, (ii) Road Map RB 2015-2019, (iii) Road Map RB 2020-2024. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi digambarkan dalam Gambar 1. Berikut :


Gambar 1. Tujuan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi

Sumber: Permen PAN dan RB No. 11 Tahun 2015 
 Reformasi birokrasi diharapkan mencapai tujuan, di antaranya: (i) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; (ii) menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; (iii) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; (iv) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; (v) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; (vi) menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Obyek reformasi birokrasi berkaitan dengan: (i) proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan yang berdampak pada inefisiensi pegawai dan anggaran; (ii) menata ulang proses birokrasi dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual); (iii) merevisi dan membangun berbagai regulasi, kebijakan dan praktek manajemen pemerintah dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. 
1.2. Kerangka pikir Keterkaitan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung dengan Dokumen RMRB Nasional, dan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
Kerangka pikir keterkaitan antara Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung tahun 2020-2021 dengan arah kebijakan nasional RPJMN 2020–2024, sasaran reformasi birokrasi, RPJPD Kota Bandar Lampung dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 sebagai berikut:










gambar 2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan  

                 Dengan Road Map Reformasi Birokrasi

Merujuk pada Peraturan menteri pan dan RB nomor 25 tahun 2020, maka Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021 ini asas yang akan di kedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar permasalahan tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, guna meningkatkan kualitas road map ini dibandingkan dengan road map sebelumnya adalah terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. Pertama, road map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling rendah dari Pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara holistic, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan reformasi birokrasi yang lebih utuh. Hal ini ditunjukan dengan adanya pembahasan tentang evaluasi atas capaian reformasi birokrasi selama 5 tahun terakhir serta analisis atas lingkungan strategis. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan sasaran reformasi birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan reformasi birokrasi.
1.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2015-2019 masih menyisakan berbagai tantangan kedepan  yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut :
1. Permasalahan manajemen Perubahan
· Pola pikir dan mentalitas di jajaran administrasi yang terpaku pada rutinitas, tidak peka terhadap tantangan dan peluang;
· Sikap mental dan pola pikir yang seharusnya lebih menekankan pada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai agen pelayanan publik, ternyata belum dapat dilakukan secara efektif di dalam perencanaan kegiatan hanya berorientasi pada output, bukan pada outcome untuk diaplikasikan dimasyarakat. Sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen untuk akuntabel terhadap masyarakat atau pengguna jasa.
2. Permasalahan Deregulasi Kebijakan

▪  Prioritas penyusunan produk hukum daerah masih dapat berubah;

▪ Sistem pengendalian penyusunan produk hukum belum di reviu secara berkala untuk mewujudkan produk hukum yang efektif.
3. Permasalahan Penataan Organisasi   

· Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya menggambarkan kesesuaian dengan kinerja organisasi yang sesuai mandat dan tujuan pendirian organisasi; 
· Masih terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar OPD;
· Masih kurangnya kapasitas dan budaya kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok OPD sesuai dengan kewenangan;
· Masih sulitnya melakukan rightsizing OPD dan evaluasi kualitas beban kerja OPD.
4. Permasalahan Penataan Tatalaksana   

· Belum ditetapkan peta proses bisnis pemerintah Kota Bandar Lampung;
· Belum semua OPD menyusun dan menerapkan SOP administrasi pemerintahan dan SOP teknis;
· Tata naskah dinas belum didukung dengan penerapan IT;
· Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik;
· Belum maksimalnya system e-government dan aplikasi pendukungnya.
5. Permasalahan Penataan SDM Aparatur
· Penempatan pegawai belum proporsional dan profesional;
· Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan  sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel dimana pada saat ini masih bersifat data kepegawaian; 

· Belum adanya pola karir ASN secara nasional, sehingga perencanaan, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia belum dapat dibentuk grand design dan road map pengembangan pegawai;
· Masih rendahnya tingkat disiplin pegawai; 

· Program diklat belum berdasarkan analisa kebutuhan diklat;
· Masih belum maksimalnya atau kurangnya pengetahuan pegawai tentang pemanfaatan jabatan fungsional;
· Belum optimalnya penilaian kinerja individu dan organisasi dalam rangka penerapan reward dan punishment;
· Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
6. Permasalahan penguatan akuntabilitas
· Komitmen pimpinan masih rendah dalam implementasi SAKIP dan manajemen kinerja;
· Masih lemahnya perencanaan anggaran berbasis kinerja; 

7. Permasalahan Peningkatan pengawasan
· Belum maksimalnya penerapan SPIP oleh setiap OPD;
· Belum terbentuknya kebijakan penanganan benturan kepentingan,  pengaduan masyarakat dan  whistle blowing system (WBS) yang diterapkan secara efektif;
· Belum berjalannya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi secara komprehensif.
8. Permasalahan pelayanan publik 

· Belum semua OPD mentetapkan standar pelayanan;
· Belum sepenuhnya unit kerja pelayanan memanfaatkan hasil survey kepuasan masyarakat dalam mengembangkan sistem pelayanan, sehingga belum seluruh kebutuhan stakeholders direspon dengan baik;
· Belum adanya media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah;
· Sinkronisasi dan pemuktahiran data kependudukan terkait data ganda penduduk Kota perlu ditingkatkan;
dilihat dari permasalahan implementasi reformasi birokrasi diatas, terdapat permasalahan prioritas dan sasaran perubahan prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat diperbaiki/ ditingkatkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020-2021, adalah sebagai berikut :
Tabel 1.

Permasalahan Prioritas dan Sasaran Perubahan Perioritas

	NO
	Area

Perubahan 
	Permasalahan 
Prioritas
	Sasaran 
perubahan prioritas

	1
	2
	3
	4

	1
	Manajemen Perubahan
	agen Perubahan RB belum berperan maksimal dalam meningkatkan kinerja organisasi
	Agen Perubahan yang mampu membuat perubahan di dalam pelaksanaan  tata kelola pemerintahan

	2
	Deregulasi Perundang-undangan 
	masih ditemukan beberapa produk hukum daerah yang belum harmonis/ sinkron dan sesuai kebutuhan stakeholder
	produk hukum daerah yang tidak harmonis semakin berkurang

	3
	Penataan Organisasi
	masih kurangnya jabatan fungsional tertentu
	jabatan struktural yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional tertentu 

	
	
	masih terdapat tupoksi pada opd yang tidak sesuai dengan kewenangan urusannya
	OPD yang belum memiliki ketepatan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

	4
	Penataan Tata Laksana 
	Belum terdapat peta proses bisnis yang sesuai kebutuhan organisasi 
	OPD yang menerapkan peta proses bisnis 

	
	
	SOP belum di reviu dan di evaluasi secara periodik dan berkala 
	SOP yang sesuai kebutuhan pemangku kepentingan

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	Belum terintegrasinya pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan
	Sistem Aplikasi e-governance yang terintegrasi secara menyeluruh

	5
	Penataan SDM Aparatur
	Penempatan pegawai dalam jabatan belum sesuai Standar Kompetensi Jabatan
	Kualifikasi Jabatan yang sesuai Standar Kompetensi Jabatan

	
	
	belum terdapat kebijakan pola karier dan pola rotasi pegawai yang konsisten 
	kebijakan Pemda tentang pola karier dan pola rotasi pegawai

	
	
	data base dan sistem informasi kepegawaian  belum di update secara komprehensif 
	data pegawai yang update untuk pengembangan karir dan talenta ASN

	6
	Penguatan Akuntabilitas 


	Rendahnya kualitas penyelarasan kinerja unit kerja kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)
	Dokumen perencanaan yang bersinergi

	
	
	Pelaksanaan monev kinerja belum dilakukan secara berkala
	Pelaksanaan kinerja yang sesuai target dan sasaran

	7
	Penguatan Pengawasan 
	masih kurang idealnya jumlah aparatur pengawas
	jumlah APIP sesuai kebutuhan

	
	
	Belum adanya pembangunan Zona Integritas secara komprehensif
	OPD predikat Zona Integritas, WBK  dan WBBM

	
	
	Tidak semua OPD melaporkan terkait pemberian gratifikasi
	Transparansi laporan kejadian potensial gratifikasi

	
	
	Belum terbentuknya whistle blowing system (WBS) yang diterapkan secara efektif
	Transparan laporan kejadian terkait penyimpangan pelaksanaan tata kelola pemerintahan

	
	
	belum dilaksanakannya pemantauan penanganan benturan kepentingan secara sistematis dan berkala
	Penanganan benturan kepentingan di dalam OPD 

	8
	peningkatan Pelayanan Publik
	Belum semua aplikasi e-pelayanan terintegrasi 
	aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi


1.4. Langkah – Langkah Pembenahan Permasalahan Reformasi Birokrasi 
memperhatikan berbagai permasalahan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan pembenahan berdasarkan kondisi objektif  yang diinginkan yaitu sebagai berikut:  
Tabel 2.
Kondisi Objektif Reformasi Birokrasi 

	NO
	ASPEK
	KONDISI OBJEKTIF

	1
	manajemen Perubahan
	pengembangan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

	2
	Penataan Organisasi
	1. pengembangan struktur organisasi yang lebih sederhana/ramping dengan melakukan penguatan pada jabatan fungsional
2. pengembangan struktur organisasi OPD yang lebih tepat fungsi tepat ukuran;
3. penyusunan struktur organisasi harus  memperhatikan proses bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif.

	3
	Penataan Tata Laksana 
	1. perlu penyiapan proses bisnis dan pola hubungan kerja;
2. peningkatan ketersediaan dan penerapan SOP;
3. peningkatan dan pengintegrasian berbagai sistem aplikasi E-Government

	4
	Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia 
	1. peningkatan ketersediaan dokumen anjab, analisa beban kerja dan standar kompetensi serta evaluasi jabatan;
2. pelaksanaan asessment pejabat struktural dan penempatan jabatan struktural sesuai kompetensi;

3. peningkatan profesionalisme pegawai melalui partisipasi diklat dan magang;
4. pengembangan database pegawai secara komperehensip;
5. penataan pegawai berdasarkan formasi;
penguatan jabatan fungsional.

	5
	Peraturan Perundang-undangan
	analisa, pemetaan, identifikasi dan pengendalian penyusunan produk hukum yang efektif, sehingga mengurangi produk hukum daerah yang tidak harmonis 

	6
	Penguatan Akuntabilitas
	1. penguatan perencanaan kinerja dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan Nasional dengan perencanaan Daerah dan internal OPD ( RPJMN, RPJMD, Renstra, RKPD)

	
	
	

	
	
	2. penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja secara berjenjang sampai tingkat individu;
3. penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja;

	7
	Pengawasan
	1. peningkatan sistem pengawasan internal yang terintegrasi melalui pembentukan Zona Integritas, penerapan gratifikasi, penerapan benturan kepentingan  dan whistle blowing system;

2. penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

3. penerapan manajemen resiko;

4. mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan. 

	8
	Penerapan Pelayanan publik
	1. penyempurnaan SOP pelayanan;

2. pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey pelayanan serta memantau tindaklanjutnya secara berkala;

3. pengintegrasian sistem pelayanan

4. inovasi pelayanan publik


Sasaran Reformasi Birokrasi
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Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
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Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 


a.Periode 2015-2019 


b.Periode 2020-2024





Roadmap RB Kota B.Lampung








Rencana Aksi





Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
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